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ABSTRAK 
Nur Utami Hadi Putri Rezkia (B 111 10494) Kajian Sosiologi Hukum 
Terhadap Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Secara Damai (Studi  Kasus Di Kota Tarakan Tahun 2011-2013), 
dibimbing Oleh Hasbir Paserangi dan Wiwie Heryani. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara KDRT secara 
damai di Kota Tarakan dan efektivitas penyelesaian perkara secara damai 
terhadap tingkat KDRT di Kota Tarakan. 
Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara KDRT secara damai 
di Kota Tarakan dilakukan melalui proses Victim Ofender Mediation, yakni 
mediasi yang dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku 
dengan melibatkan beberapa pihak lain seperti mediator. Untuk memberikan 
kebebasan dalam berkomunikasi, pihak ketiga dalam hal ini mediator tidak 
boleh ikut campur dan memaksa para pihak untuk memilih berjalan keluar 
permasalahan, hal ini dimaksudkan agar tujuan win win solution diharapkan 
akan benar-benar tercapai, namun mediator harus tetap memberikan 
perlindungan kepada korban dengan memastikan bahwa kepentingan 
korban terakomodir dalam mediasi yang dilakukan.Penyelesaian perkara 
melalui proses mediasi yang dilakukan pihak kepolisian resort kota Tarakan 
dalam menangani perkara KDRT dapat dikatakan berjalan efektif. Hal ini 
dapat dilihat terdapat 29 dari 40 kasus KDRT yang dilaporkan ke pihak 
kepolisian resort kota Tarakan yang diselesaikan melalui jalur mediasi, dan 
hampir keseluruhannya hingga kini telah menjalani hidup berumah tangga 
dengan rukun. 
Penulis merekomendasikan agar pihak yang ditunjuk sebagai mediator juga 
melibatkan salah satu pihak dari korban dan pelaku yang dalam hal ini 
diwakili oleh keluarganya. Hal ini dimaksdukan agar aparat kepolisian dapat 
meminta bantuan kepada para pihak yang dilibatkan tersebut, dalam 
melakukan pengawasan apakah jalan keluar yang ditempuh telah 
dilaksanakan oleh para pihak atau belum  ada baiknya pihak kepolisian 
tidak hanya memberikan kewajiban wajib lapor bagi para pihak yang 
berperkara, namun juga mewajibkan para pihak untuk mengikuti kegiatan 
konseling pada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, untuk memberikan 
pemahaman yang baik kepada para pihak perihal cara-cara yang harus 
mereka tempuh dalam menyelesaikan perkara rumah tangga dengan baik.  
 
Kata Kunci: Penyelesaian Perkara, KDRT 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Persoalan kejahatan terhadap sesama manusia, memang tidak ada 
habisnya menjadi topik utama dalam berbagai media.Berbagai upaya telah 
dilakukan pemerintah dalam upaya penanggulangan kejahatan, baik melalui 
pembuatan undang-undang, maupun penegakan secara langsung ke 
lapangan. 
Yang tidak kalah populernya saat ini adalah kejahatan kekerasan 
dalam rumuah tangga, mulai menjadi pembicaraan serius seiring dengan 
maraknya berbagai kasus serupa ditemukan. Seperti yang penulis kutip 
dalam sebuah berita media massa, bahwa tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga semakin meningkat setiap tahunnya. Staf Divisi Informasi, 
Dokumentasi dan Publikasi Sahabat Perempuan (SP) Dian Prihatini sebuah 
LSM yang berkedudukan di Jakarta mengemukakan bahwa:1 
Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya 
kekerasan seksual anak harus mendapat perhatian khusus para 
penegak hukum maupun orang-orang yang berkaitan langsung 
dengan dunia anak seperti pendidikan. Pelaku kekerasan seksual 
anak tidak memandang siapa yang akan menjadi korban, sehingga 
perlu kewaspadaan orang tua terhadap lingkungan tempat tinggal dan 
juga teman bermain anak. 
 
 
                                                          
1
http://www.suaramerdeka.com/KDRT-Marak-LSM-Dorong-Kesetaraan-Gender-diakses 
tanggal 18 Desember 2013. Pukul 16.00 Wita. 
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Keluarga sebagai lembaga sosial yang ideal guna 
menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu yang ada 
didalam keluarga, dalam kenyataannya seringkali menjadi wadah dalam 
munculnya berbagai kasus penyimpangan (deviasi) atau aktivitas ilegal lain 
sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh 
anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga yang lainnya, seperti 
penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. 
Undang-Undang KDRT secara filosofis dan sosiologis bertujuan 
menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat 
terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya 
masing-masing/ tidak ada satu anggota keluarga yang bisa melakukan 
kesewenang-wenangan. Keutuhan yang dimaksudkan disini artinya posisi 
yang sama antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara 
istri dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu pihak 
yang merasa tersubordinat dengan pihak yang lain. 
Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya 
disingkat UU KDRT), maka KDRT dapat berwujud pada kekerasan fisik; 
psikis; seksual; dan penelantaran rumah tangga, dengan dampak bagi 
korbanya yang berbeda-beda. KDRT dapat pula diartikan segala bentuk, baik 
secara fisik, secara psikis, kekerasan seksual maupun ekonomi yang pada 
intinya mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang secara kemudian 
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memberikan dampak kepada korban, seperti misalnya mengalami kerugian 
secara fisik atau bisa juga memberikan dampak korban menjadi sangat 
trauma atau mengalami penderitaan secara psikis. 
Kekerasan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, akan tetapi 
kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, bahkan 
kekerasan itu dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tindakan kekerasan 
terhadap istri di dalam rumah tangga sudah berlangsung sejak lama dan 
terjadi pada setiap lapisan masyarakat. Akan tetapi banyak perempuan 
korban tindak kekerasan dalam rumah tangga menyerah kepada keadaan 
dan memendam sendiri perasaannya. Dan meyakini bahwa bersabar dan 
berbesar hati atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik. Banyak istri yang 
menjadi korban tindak kekerasan tidak menggunakan haknya untuk menuntut 
tindakan suami secara hukum walaupun biasanya ada istri yang 
mengeluhkan hal itu sebatas untuk mengurangi bebannya. Hal yang 
menyebabkan perempuan bertahan terhadap kekerasan yang dialaminya 
dalam rumah tangga ialah karena adanya rasa takut kepada suami yang 
akan berbuat lebih kejam lagi apabila istri mengadu kepada pihak lain, dan 
biasanya istri yang mengalami penganiayaan dari suami merasa malu 
apabila ada orang lain tahu karena mempunyai suami yang berprilaku buruk. 
Banyak kemungkinan faktor yang menyebabkan korban kejahatan 
KDRT  tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya. Salah satu 
kemungkinan faktor tersebut adalah keengganan korban mengadukan 
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kekerasan yang telah menimpanya, dapat juga disebabkan masih 
dipertahankannya paradigma berpikir bahwa apa yang terjadi di dalam 
keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan 
permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal 
tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap 
membuka aib keluarga. 
Mendidik istri seringkali dijadikan alasan pembenaran manakala suami 
menggunakan cara memukul, memperingatkan secara kasar, dan berbagai 
perilaku lain yang menyakiti hati bahkan fisik istri. Kejahatan kekerasan 
dalam rumah tangga belum dipahami sebagai masalah yang serius, karena 
umumnya orang belum mengerti realitasnya. 
Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan 
akibat yang ditimbulkan bagi korban menyebabkan sebagian masyarakat 
menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. 
Berbagai dampak kekerasan yang mengancam kaum perempuan merupakan 
fakta umum yang harus segera menjadi perhatian utama bahwa perbuatan 
tersebut sebagai kejahatan manusia.Karena telah melanggar Hak Asasi 
Manusia (HAM) sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) tentang deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada 
tangal 10 Desember 1984.2 
                                                          
2
http://www.komnasperempuan.or.id/ diakses tanggal 18 Desember pukul. 19.00 Wita. 
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Dari fakta-fakta sosial diketahui bahwa kejahatan kekerasan dalam 
rumah tangga sering terjadi terhadap istri, perbuatan tersebut dilakukan di 
dalam rumah, di balik pintu tertutup, dengan kekerasan psikologis, seksual 
dan dominan terhadap fisik yang dilakukan oleh orang yang mempunyai 
hubungan dekat dengan korban. 
Kasus-kasus yang disebabkan di atas merupakan fakta hukum dari 
berbagai peristiwa yang dialami kaum perempuan yang ada di Indonesia 
dalam kehidupan rumah tangganya juga dengan berbagai dampak masing-
masing yang dirasakan oleh perempuan atau istri, padahal sesungguhnya 
dalam deklarasi hak asasi manusia PBB telah ditegaskan bahwa setiap orang 
berhak atas hak-hak asasi dan kebebasan tanpa adanya perbedaan ras dan 
jenis kelamin (kesetaraan gender), juga kesepakatan dan perjanjian 
Internasional mengenai konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi 
terhadap perempuan yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1979 dan 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan. Seperti yang telah dijelaskan di atas 
bahwa implikasi terburuknya adalah jatuhnya korban jiwa dan tentunya yang 
menjadi objek kekerasan yaitu istri. 
Namun ironisnya adalah, dalam berbagai kasus kekerasan dalam 
rumah tangga aparat seolah-olah menganggap persoalan KDRT adalah 
perkara yang biasa saja dan dapat diselesaikan melalui mediasi.Jalan 
mediasi yang ditempuh aparat kepolisian, nyatanya tidak memberikan 
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dampak positif terhadap penurunan jumlah tingkat KDRT. Sehingga perlu 
dipertanyakan apakah jalan mediasi yang ditempuh sudah efektif dalam 
mengurangi tindak pidana KDRT atau malah sebaliknya. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik 
untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah dengan 
judul: “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Kerkerasan 
Dalam Rumah Tangga Secara Damai (Studi  Kasus Di Kota Tarakan Tahun 
2010-2013)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan 
skripsi ini adalah: 
1. Bagaimanakah penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga 
secara damai di Kota Tarakan? 
2. Bagaimanakah efektivitas penyelesaian perkara secara damai terhadap 
tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Kota Tarakan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk Mengetahui penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah 
tangga secara damai di Kota Tarakan. 
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2. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian perkara secara damai 
terhadap tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Kota Tarakan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum  
Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya adalah 
fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori 
sosiologis, sehingga sering disalah-tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non 
hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri.Yang pasti pendekatan yang 
digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang 
digunakan oleh ilmu hukum seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, 
Ilmu Hukum Acara, dan seterusnya. Persamaanya hanyalah bahwa baik ilmu 
hukum maupun sosiologi hukum , objeknya adalah hukum. Jadi, meskipun 
objeknya sama yaitu hukum, namun karena “kacamata” yang digunakan 
dalam memandang objeknya itu berbeda, maka berbeda pulalah penglihatan 
terhadap objek tadi.3 
Ada tiga macam pendekatan yang dapat kita gunakan terhadap 
fenomena hukum di dalam masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan 
ilmu hukum dan pendeaktan sosiologis.Baik pendekatan moral terhadap 
hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya 
berkaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-
tindakan menjadi bermakna dan tertib. 
                                                          
3
 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT Yasrif Watampone, Ujung 
Pandang, 1998. Hal. 9. 
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Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang 
berkerangka luas, melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan-
kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar 
sebagai sumber hukum.Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan 
konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-
asas dan nilai-nilai non hukum. Kedua pendekatan itu, meskipun memiliki 
perbedaan diantara keduanya, tetapi keduanya sama-sama difokuskan 
secara sangat besar pada kandungan dan makna hukum (subtansi dan 
prosedur hukum).Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum 
dengan moral dan logika internal hukum.4 
Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turkel adalah 
pada:5 
1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial; 
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga 
masyarakat dalam “the social world” mereka; 
3. Pada organisasi social dan perkembangan social serta pranata-
pranata hukum; 
4. Tentang bagaimana hukum dibuat; 
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum. 
 
Jika kita melakukan konstruksi hukum dan membuat kebijakan-
kebijakan untuk merealisir tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal yang 
esensial, bahwa kita mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat yang 
dapat ditimbulkan, dengan berlakunya undang-undang atau kebijakan-
                                                          
4
 Ibid. Hal. 34-35. 
5
 Ibid. Hal. 35. 
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kebijakan tertentu terhadap perilaku warga masyarakat.Sesuai dengan 
pendekatan sosiologis, kita harus mempelajari undang-undang dan hukum 
tidak hanya yang berkaitan dengan maksud atau tujuan moral etikanya dan 
juga tidak hanya yang berkaitan dengan subtansi undang-undang itu, tetapi 
yang harus kita pelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana undang-
undang itu diterapkan dalam praktik. 
Bergesernya pelaksanaan hukum dari tujuan yang semula diinginkan 
oleh pembuat undang-undang, dalam sosiologi hukum lazim dinamakan goal 
displacement (pembelokan tujuan) dan goal substitution (penggantian 
tujuan). Hal itulah yang menyebabkan mengapa pendekatan sosiologi hukum 
menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan metode-metode ilmu sosial 
untuk mempelajari berbagai masalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum 
utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di 
dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap 
kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, 
bagaimana pengaruh hukum mempengaruhi masyarakat.6 
Jelaslah bahwa yang membedakan antara Ilmu Hukum (normatif) 
seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Tatanegara dan Ilmu Hukum Acara, 
dengan Sosiologi Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Tatanegara dan Sosiologi 
Hukum Acara, adalah bahwa ilmu hukum normatif menekankan kajian pada 
law in books, hukum sebagaimana seharusnya, dan arena itu berada dalam 
                                                          
6
 Ibid. Hal. 39-40. 
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dunia sollen. Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajian pada law in 
actions, hukum dalam kenyataanya, hukum sebagai tingkah laku manusia, 
yang berarti berada di dunia sein.Sosiologi hukum menggunakan pendekatan 
empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya, ilmu hukum menggunakan 
pendekatan normative yang bersifat perspektif.7 
 
B. Teori Morfologi Hukum 
Berdasarkan Teori hukum Lawrence Friedmand, dalam hal penegakan 
hukum dapat berjalan efektif harus terpenuhi tiga unsur: Pertama harus 
adanya unsur Subtansi Hukum dalam hal ini segala aturan yang berkaitan 
dengan profesi hakim. Kedua Struktur  hukum, yang terkaitan dengan pihak-
pihak yang berpegang peran sebagai pengawas, dan penidakan bagi hakim 
yang melanggar kode etik hakim. Ketiga kultur hukum, dalam hal ini budaya 
hukum bagi para hakim itu sendiri dan masyarakat yang mengitari para hakim 
untuk mentaati, atau menyimpangi atauran tentang kode etik hakim itu. 
Jika mengkaji Teori Donald Black, bahwa efektivitas penegakan 
hukum, dalam hal ini penegakan kode etik hakim di Indonesia ada dua hal 
aturan itu berjalan dengan baik, yakni : adanya faktor De-Legalization artinya 
adanya aturan tentang kode etik yang dibuat oleh institusi yang berwenang 
dapat mengkikat dan dapat dipaksakan. Mengikat adalah berlaku kepada 
semua para hakim, dan dapat dipaksakan kepada para hakim yang 
                                                          
7
 Ibid. Hal. 11. 
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melanggar kode etik hakim dimana kode etik tersebut sebagai a tool of Social 
engineering dan a tool of social control . Kedua faktor De-Socialization, 
aturan kode etik dapat berjalan dengan efektif tergantung pada kondisi social 
yang mengitari para hakim itu dan kondisi kutur masyarakat sekitar. Hal ini 
dapat lihat dan rasakan bagaimana kondisi para hakim di era orde baru, yang 
mana semua para hakim harus tunduk kepada partai politik penguasa, 
kemerdekaan hakim terbelenggu dengan kehendak penguasa meskipun 
bunyi undang-undang diberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada hakim, 
bagaimana kalau hakim itu harus ikut partai politik penguasa. Dan 
pandangan dari Achmad Ali, efeketifitas penegakan hukum untuk di 
Indonesia harus didukung adanya sikap De-Internalization Transendental 
yaitu integritas moral penegak hukum.8 
Senada dengan pandangan teori Charles Sampford dengan teori 
melee, yang mendukung teori Donald Black bahwa kondisi sosial dan 
lingkungan dapat mempengaruhi perilaku hakim dalam memutus perkara 
berakibat pula tidak tercapai keadilan, tetapi kearah diskriminatif antara lain : 
Pertama faktor Stratafikasi, Kedua morfologi, Ketiga faktor cultur, Keempat 
                                                          
8
 Donald Black, The Behavior of Law, (New York USA Academic Press, Inc), dan dalam 
Achmad Ali,  
Keterpurukan Hukum di Indonesia, 2002. Hal.  47. 
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faktor Organisation (perkumpulan), Kelima social control (Pengendalian 
sosial).9 
Pertama Stratafikasi (status sosial), yaitu status sosial seseorang yang 
lebih tinggi akan menyebabkan terjadinya diskriminasi atau perlakuan tidak 
adil. Atau karena faktor status sosial akan diperlakukan berbeda bagi orang 
yang strata lebih tinggi dibanding orang yang strarta lebih rendah status 
sosialnya. Kedua morfologi (kedekatan) yaitu kedekatan dan kejauhan 
hubungan antara sesorang dengan orang lain, sehingga di dalam 
kenyataannya slogan tentang “equal justice under law, but who can afford 
it”.(semua orang kedudukan sama di bawah hukum, tetapi sering terjadi siapa 
dulu bapaknya masih ada orang yang disungkani atau ditakuti). Ketiga Cultur 
(budaya), ialah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan 
bagaimana kultur hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. 
Kenyataannya banyak terjadi sebagian masyarakat takut kepada manusia, 
polisinya tidak takut adanya hukum.Contoh ketaatan masyarakat berlalu 
lintas, seharusnya ada lampu merah berhenti, tetapi kalau tidak ada polisi 
yang menjaga, pengendara jalan terus. Keempat Organisation 
(perkumpulan), bahwa orang yang terikat dalam suatu  organisasi sosial 
maupun organisasi politik, sering ada adigium demi kepentingan bangsa dan 
negara, realitanya demi kepentingan golongannya. Bagaimanapun namanya 
                                                          
9
 Akhmad Bisri Mustaqim. Makalah ““IN MEMORIAL “ MENGENANG KEILMUAN DAN 
SIKAP Prof. Dr. H. Rifyal Ka’bah, MA. Hal. 1. (www.PengadilanAgamaLamongan.com) 
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kawan atau keluarga dibela secara maksimal, dengan mengabaikan norma 
hukum yang ada. Kelima Social control (Pengendalian sosial), bila terjadi 
kesalahan yang ada pada anggota, maka akan berusaha untuk membela dan 
mencegah pihak lain untuk mencampuri dan anggota akan dibela 
semaksimal mungkin. Oleh karena itu hukum  sebagai(A tool of social control) 
tidak dapat berjalan. Berusaha pembelaan bahwa anggotanya tidak bersalah 
sebagaimana kasus yang menimpa Bendahara Partai Demokrat, ramai-ramai 
menyatakan pembelaan tidak bersalah untuk membela anggotanya dan 
ramai-ramai menyalahkan untuk menjatuhkan.10 
 
C. Pegertian Tindak pidana  
Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana 
hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaarfeit 
dalam bahasa Belanda.Kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam 
berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan 
untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit oleh sarjana Indonesia antara lain : 
tindak pidana, delict, dan perbuatan pidana. Istilah tindak pidana digunakan 
dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, 
Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.  
                                                          
10
 Ibid. 
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Rusli Efendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu 
“perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” 
menjelaskan :11 
Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai 
kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab 
kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain 
yg umpamanya peristiwa alamiah.  
 
Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang 
perbuatan pidana yaitu :12 
1. Pandangan Monistis 
“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat 
keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat 
dari perbuatan”.Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, 
bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di 
dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban 
pidana/kesalahan (criminal responbility). 
Menurut D. Simons tindak pidana adalah :13 
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.  
 
                                                          
11
 Effendy, Rusli, 1986. Azas-Azas Hukum Pidana; Cetakan III, Lembaga Percetakan dan 
Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar.Hal. 1. 
12
Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.Hal. 31-32. 
13
 Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. 
Hal. 185 
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Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu 
tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :14 
1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 
maupun perbuatan negatif (tidak berbuat). 
2. Diancam dengan pidana 
3. Melawan hukum 
4. Dilakukan dengan kesalahan 
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab 
 
Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, 
dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, 
yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang 
yang mampu bertanggung jawab”. 
Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh 
Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpalata (alpa, lalai) dan berkomentar 
sebagai berikut :15 
simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) yg 
meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan 
pertanggungjwaban pidana (criminal liability) dan mencakup 
kesengajaan,kealpaan dan kelalaian dan kemampuan 
bertanggungjawab. 
 
Menurut J. Bauman, “perbuatan atau tindak pidana adalah ”perbuatan 
yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan 
dengan kesalahan”. 16 
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 Ibid. 
15
Abidin, Andi Zainal 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 250. 
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Menurut Wiryono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah ”suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.17Menurut Wiryono 
Prodjodikoro yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan 
strafbaarfeit ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu 
perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku 
tersebut termasuk subyek tindak pidana”.18Van Hammel yang berpandangan 
monistis merumuskan strafbaarfeit bahwa:19 
perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan 
hukum, strafwaardig (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan 
dapat dicela karena kesalahan (en dan schould to wijten) 
 
2. Pandangan Dualistis 
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat 
adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis 
memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. 
Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup 
di dalamnya baik criminal act maupun criminal responbility, sedangkan 
menurut pandangan dualistis , yaitu :20 
dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal 
responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk 
adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, 
                                                                                                                                                                     
16
Op. Cit. Sudarto.Hal. 31-32. 
17
 Ibid. 
18
 Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, 
Bandung. Hal. 55. 
19
Op.cit. Zainal Abidin.Hal. 250. 
20
 Ibid. 
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tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ pertanggungjawaban 
pidana. 
 
Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana 
yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut :21 
Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah 
“feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-
undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah 
syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”. 
Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur 
sebagai berikut:22 
a. Adanya perbuatan (manusia) 
b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan 
syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHPidana) 
c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait 
dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam 
fungsinya yang negatif).  
 
Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan strafbaarfeit 
dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar 
larangan tersebut” 23Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak 
pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak 
pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (criminal responbility). 
Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa:24 
                                                          
21
Op. Cit. Sudarto. Hal 31-32. 
22
 Ibid. 
23
Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 54. 
24
 Op. Cit. Soedarto, Hal. 31-32. 
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“untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya 
tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan 
perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”. 
 
 
D. Korban dan Kejahatan 
Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau 
orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau 
juga badan hukum. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik 
oleh para ahli maupun bersumber dari instrumen-instrumen hukum berupa 
regulasi, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Muladi 
“Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun 
kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, 
emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya 
yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar 
hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan 
kekuasaan.”25 
 
2. Arief Gosita 
 
“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 
sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.”26 
 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam lingkup rumah tangga 
 
“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman 
kekerasan dalam lingkup rumah tangga.” 
                                                          
25
 Muladi, Op.cit., hlm. 108. 
26
 Dikdik M. Arif Mansur & Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, 
Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 46. 
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4. Undang-Undang Noomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi 
 
“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan, baik fisik, mental, amupun emosional, 
kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau 
perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.” 
 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 
Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yang Berat 
 
“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental 
dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun.” 
 
Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat 
dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau 
kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan 
yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan 
lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat. 
Berkaitan dengan korban kejahatan ini, John A. Mack27 berpendapat 
ada tiga tipologi keadaan sosial dimana seseorang dapat menjadi korban 
kejahatan, yaitu: 
a. Calon korban sama sekali tidak mengetahui akan terjadi kejahatan, 
ia sama sekali tidak ingin jadi korban bahkan selalu berjaga-jaga 
atau waspada terhadap kemungkinan terjadi kejahatan; 
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Sagung Putri M.E. Purwani, “Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan”, Jurnal Kertha 
Patrika Vol. 33 No. 1 Januari 2008, hlm. 4. 
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b. Calon korban tidak ingin menjadi korban, tetapi tingkah laku korban 
atau gerak-geriknya seolah-olah menyetujui untuk menjadi korban; 
dan 
c. Calon korban tahu ada kemungkinan terjadi kejahatan, dan ia 
sendiri tidak ingin jadi korban tetapi tingkah laku seolah-olah 
menunjukkan persetujuannya untuk menjadi korban. 
 
Sedangkan menurut B. Mendelsohn28 membedakan lima macam 
korban berdasarkan derajat kesalahannya yaitu: 
a. Yang sama sekali tidak bersalah; 
b. Yang jadi korban karena kelakuannya; 
c. Yang sama salahnya dengan pelaku; 
d. Yang lebih bersalah dari pelaku; dan 
e. Dimana korban adalah satu-satunya yang bersalah. 
 
Jadi dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pengaruh si 
korban menentukan timbulnya kejahatan sebagai manifestasi dari sikap dan 
tingkah laku korban sebelum saat dan sesudah terjadinya kejahatan.Oleh 
karena itu pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak 
sadar secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, 
secara aktif maupun pasif yang bergantung pada situasi dan kondisi sebelum 
saat dan sesudah kejadian berlangsung. 
Secara logika tidak akan ada orang yang mau menjadi korban dari 
suatu kejahatan. Tetapi kondisi-kondisi tertentu dapat menyebabkan calon 
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 Sagung Putri M.E., ibid., hlm. 4. 
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korban ikut berperan serta sehingga terjadilah kejahatan dan dia sendiri yang 
menjadi korban.Sepintas orang tidak dapat melihat peranan korban dalam hal 
terjadinya kejahatan. Bahkan si korban sendiri seringkali tidak menyadari 
bahwa dirinyalah yang sebenarnya memegang peranan penting pada saat 
iamenjadi korban kejahatan. Demikian juga menurut Von Hentig29 
berpendapat bahwa ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang untuk 
melakukan kejahatan, membuat seseorang menjadi penjahat. 
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
1. Pengertian Kekerasan 
Kekerasan dalam bahasa Inggris “violence” berasal dari bahasa Latin 
“violentus” yang berarti kekuasaan atau berkuasa.Kekerasan dalam prinsip 
dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi, 
baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan 
pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat 
seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang 
umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara 
bebas dapat diartikan bahwa semua kewenanngan tanpa mengindahkan 
keabsahan.Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula 
dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.Akar kekerasan yakni, kekayaan 
tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, 
                                                          
29
Sagung Putri M.E., ibid. 
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perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa 
pengorbanan, politik prinsip.30 
Sistem nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dimana 
perbuatan kekerasan itu dilakukan, akan menentukan  apakah perbuatan 
kekerasa itu dianggap baik atau tidak. Misalnya dalam perang atau konflik 
bersenjata, kekerasan pada dasarnya diterima sebagai suatu tindakan 
kekerasan yang dianggap sah oleh kedua belah pihak yang bertikai atau 
bersengketa. 
Menurut Zakariah Idris kekerasan adalah :31 
Perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang 
atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya 
orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. 
 
Sianturi memberi arti kekerasan atau tindak kekerasan yaitu :32 
Melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga 
menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya. 
 
Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya  disingkat 
KUHP) merumuskan bahwa : 
Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 
menggunakan kekerasan. 
                                                          
30
 (http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan). 
31
 Zakariah Idris. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta. Hal. 452. 
32
Sianturi.1983. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya.Jakarta Alumni AHM, PTHM.Hal. 
610. 
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Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP, R. 
Soesilomemberi penjelasan bahwa :33 
Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan 
tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, 
dan sebagainya. 
Kekerasan juga dapat dilakukan secara kolektif, karena dalam 
melakukan tindak pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang 
banyak atau lebih dari satu orang dimana secara langsung maupun tidak 
langsung, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, telah terjalin 
kerjasama yang baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam 
suatu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan atau mengakibatkan 
terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik. 
Berdasarkan uraian diatas maka kekerasan merupakan suatu 
perbuatan dengan penggunaan kekuatan fisik ataupun alat secara tidak sah 
dan melanggar hukum baik dilakukan oleh perorangan ataupun perkelompok 
yang merugikan orang lain atau membuat akibat-akibat seseorang tersakiti, 
terluka, pingsan, tidak berdaya lagi, atau bahkan menyebabkan matinya 
seseorang. 
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
                                                          
33
 R. Soesilo. 1985. Kriminologi (Pengantar Tentang Sebab-Sebab Kejahatan). Politeia, 
Bandung. Hal. 98. 
25 
 
Fenomena yang memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa 
Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang sudah diangkat sebagai isu global, 
cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguak kausa dari 
ketidak pedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan 
tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi 
masyarakat tentang perempuan (yang sering menjadi korban) dan tindak 
kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin 
tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam 
rumah tangga apapun resikonya, merupakan hal pokok yang mendasarinya.  
Rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, karena dari 
keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak, 
maka berbahayalah eksistensi negara.Dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 23 
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 
menyatakan bahwa : 
Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 
 
Menurut Hasbiantobahwa :34 
Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan 
secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara 
pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga. 
                                                          
34
Hasbianto. 1998. Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri. Makalah 
Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri, Yogjakarta. Hal. 2. 
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Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekekerasan terhadap 
Perempuan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap 
perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin 
yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan 
perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman 
perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara 
sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam 
kehidupan pribadi.35 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (domestic violence) hanyalah salah 
satu bentuk saja dalam fenomena kekerasan yang dialami sebagai 
perempuan, bukan hanya di Indonesia tetapi diseluruh dunia. Walaupun 
korban kekerasan dalam rumah tangga memang tidak terbatas pada 
perempuan saja (dewasa maupun anak-anak), akan tetapi data menunjukkan  
bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya di banding dengan 
laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebagian dari salah 
satu dampak adanya diskriminasi terhadap perempuan. 
Kekhususan KDRT domestic violence dibandingkan dengan 
kekerasan terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang berkenaan 
kekuasaan (power relation ship) antara korban dan pelaku.Beban yang 
dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah tinggi 
                                                          
35
 Abdul Wahid. 2001. Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. PT. Refika 
Aditama, Bandung. Hal. 32. 
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karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan 
juga unsur dipendensi sampai dengan tingkat tertentu.Selain merasa adanya 
tendensi pemilik kekuasaan tersebut, korban juga mengalami ketakutan, 
keengganan, dan juga malu melaporkan kepada yang berwajib. 
3. Ruang Lingkup Rumah Tangga 
Ruang lingkup rumah tangga awalnya diatur dalam Pasal 356 KUUHP, 
yaitu : ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.Kemudian ruang 
lingkup rumah tangga juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 
23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yaitu : 
1) Lingkup rumah tangga dalam UU ini meliputi : 
a. suami, isteri, dan anak; 
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan 
orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena 
hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan 
perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau 
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 
dalam rumah tangga tersebut. 
2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang 
sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada 
dalam rumah tangga yang bersangkutan. 
4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
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Kekerasan yang paling menyedihkan apabila terjadi didalam lembaga 
perkawinan, lembaga yang menurut pandangan bangsa Indonesia adalah 
lembaga sakral harus menjadi tempat terjadinya kekerasan dan penyiksaan 
dalam ber-rumah tangga.Harus diakui bahwa, didalam lembaga perkawinan 
banyak sekali terjadi kekerasan atau penyiksaan, khususnya yang dialami 
oleh istri yang tidak pernah diketahui oleh orang lain, bukan hanya kekerasan 
fisik yang dialami istri, tetapi juga terjadi kekerasan psikis yang membuat istri 
sangat menderita. 
Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga 
menurut Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan 
seksual, dan penelentaraan rumah tangga. 
1. Kekerasan Fisik 
Pengertian kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT) adalah perbuatan 
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.nKetentuan 
pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 UU No. 23 
Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi : 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam 
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
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(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak 
Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda 
paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
2. Kekerasan Psikis 
Pengertian kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT) adalah perbuatan 
yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis 
berat pada seseorang.nKetentuan pidana kekerasan psikis dalam rumah 
tangga diatur dalam Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang 
berbunyi : 
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(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam 
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda 
paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 
 
3. Kekerasan Seksual 
Pengertian kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT) adalah setiap 
perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak 
wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang 
lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.Ketentuan pidana 
kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 46, 47, 48 UU 
No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi : 
Pasal 46 : 
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling 
banyak Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).” 
 
 
Pasal 47 : 
“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah 
tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) 
atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” 
 
Pasal 48 : 
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 
Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi 
harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir 
atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-
menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya 
janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat 
reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau 
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denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 
 
 
 
4. Penelantaraan Rumah Tangga 
Yang dimaksud dengan penelantaraan rumah tangga (Pasal 9 UU 
PKDRT) adalah: 
a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 
b) Penelantaraan yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap 
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 
atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang 
tersebut. 
Ketentuan pidana penelantaraan dalam rumah tangga diatur dalam 
Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi : 
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Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 
paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang 
yang : 
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (2).” 
 
F. Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara KDRT 
Proses penyelesaian perkara KDRT digunakan sarana mediasi penal 
(jalur non litigasi) yang implementasinya didasarkan pada keberadaan:  
a.  Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 
2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution 
(ADR);  
b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian 
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri; 
c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 
Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam 
KUHP, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati 
oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, 
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serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan 
bagipara pihak. 
Selain itu, beberapa perundangundanganyang dapat dijadikan 
dasarhukum bagi aparat kepolisian untukmenerapkan mediasi penal 
melaluipelaksanaan kewenangan diskresikepolisian dalam proses penegakan 
hukum pidana, antara lain: 
a. Pasal 15 ayat (2) huruf k UU Polri, yang menyebutkan: "Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang 
termasuk dalam lingkup tugas kepolisian"; 
b. Pasal 16 ayat (1) huruf I UU Polri yang menyebutkan: "Dalam rangka 
menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut 
hukum yang bertanggung jawab". Ayat (2): "Tindakan lain sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan 
penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:  
1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;  
2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 
tersebut dilakukan;  
3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan 
jabatannya;  
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4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; 
dan  
5) Menghormati hak asasi manusia.  
c. Pasal 18 ayat (1) UU Polri menyebutkan: "Untuk  kepentingan umum, 
pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". 
Ayat (2): "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi 
Kepolisian Negara Republik Indonesia".  
d. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yang menyebutkan: "Penyelidik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya 
mempunyaiwewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab". Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP 
menyebutkan: "Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari 
penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:  
1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;  
2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 
dilakukannya tindakan jabatan;  
3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam 
lingkungan jabatannya;  
4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;  
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5) Menghormati hak asasi manusia.  
e. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang pada pokoknya memberikan 
wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan 
tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, 
Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP mengatur hal yang sama 
dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.  
 
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di 
seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk 
dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran 
dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, 
norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam 
undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk 
menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.Namun, 
karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban 
masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun warga 
masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat 
yang tenang dan damai. 
Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau 
tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi 
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terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan 
maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. 
Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat 
ditempuh dengan cara :36 
a) Criminal application : (penerapan hukum pidana) 
Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman 
maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.  
b) Preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana) 
Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku 
kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi 
(pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman 
atau shock therapy kepada masyarakat. 
c) Influencing views of society on crime and punishment (mas media 
mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat mas media). 
Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman 
hukumannya. 
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Barda NawawiArief. 2007. Masalah Penegakan Hukun dan Kebijakan Penegakan 
Penanggulangan kejahatan.Jakarta : Kencana. Hal. 2. 
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Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi 
tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser memberikan batasan tentang 
pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan 
yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala 
tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang 
lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun 
melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang 
potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan 
sempit.Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat 
sangat berperan.Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 
Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam 
menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, 
standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara 
golongan besar penduduk.Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi 
menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan 
yang mendasar.37 
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Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi.Namun karena terbatasnya sarana dan 
prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas 
mereka.Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal 
pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha 
pencegahan kejahatan.Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam 
kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan. 
Penanggulangan Kejahatan (Criminal Prevention) secara umum terdiri atas 3 
(tiga) bagian pokok, yaitu : 
a. Upaya Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini ialah upaya-upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan 
secara Pre-Emtif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma yang 
baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi 
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif, faktor niat menjadi hilang meskipun 
ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu Niat + 
Kesempatan = Kejahatan.  Contohnya, ditengah malam pada saat lampu 
merah lalu lintas menyala, maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi 
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aturan lalu lintas tersebut, meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang 
berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara, seperti Singapura, Sydney, 
dan kota besar lainnya di dunia. Jadi, dalam upaya Pre-Emtif factor NIAT 
tidak terjadi. 
b. Upaya Preventif 
Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 
Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan.Dalam upaya Preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.  Contoh, ada orang ingin mencuri 
motor, tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada 
ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan 
menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya Preventif 
kesempatanditutup. 
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali .Mencegah 
kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi 
lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-
usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak 
terjadi lagi kejahatan ulangan. 
c. Upaya Represif 
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Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hokum (law enforcement).Upaya 
represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional 
yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan upaya 
represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 
perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa 
perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum 
dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang 
lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 
ditanggungnya sangat berat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di 
Kota Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yakni pada berbagai 
Instansi sebagai berikut: 
1. Kantor Kepolisian Resort Kota Tarakan. 
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana Kota Tarakan. 
Pemilihan kotaTarakan didasarkan kepada pertimbangan bahwa 
daerah ini terdapat banyak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. 
Selain itu sebagai kota dengan tingkat penduduk yang padat karena 
transmigrasi dan pusat perdagangan di Provinsi Kalimanatan Utara. 
 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan aparat kepolisian 
yang bertugas pada Kepolisian Resort Kota Tarakan dan Petugas pada 
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan 
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Keluarga Berencana Kota Tarakan. Adapun Sampel pada penelitian ini 
adalah: 
1. Dua orang aparat kepolisian pada kepolisian resort Kota Tarakan;  
2. Satu orang petugas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota 
Tarakan.  
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain berupa : 
1. Data Primer, yakni data yang hanya dapat diperoleh dari sumber 
asli atau sumber utama dari penelitian (data yang langsung 
diperoleh dari responden). 
2. Data Sekunder, yakni data yang sudah tersedia sehingga peneliti 
hanya mencari dan mengumpulkan penulisan ( data yang dipeoleh 
dari buku-buku, internet, dan perundang-undangan yang terkait). 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang 
diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data ialah 
sebagai berikut : 
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1. Teknik Penelitian Lapangan 
Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara 
langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (aparat hukum 
terkait) dan obyek penelitian. 
2. Teknik Penelitian Kepustakaan  
Teknik pengumpulan data melalui penalaran kepustakaan dengan 
cara mempelajari, menganalisa, dan menelaah literatur-literatur, 
karya ilmiah, dokumen/arsip, dan tulisan yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh 
penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan 
teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan 
dan literatur yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan 
diatas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk 
penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif 
yang ditemukan di lokasi penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kota Tarakan merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan 
Utara, Indonesia dan juga merupakan kota terkaya ke-17 di Indonesia.Saat 
ini Kota Tarakan berpenduduk sebanyak 239.787 jiwa.Tarakan atau juga 
dikenal sebagai Bumi Paguntaka, berada pada sebuah pulau kecil.Kota 
Tarakan terbagi dalam empat Kecamatan dan 20 Kelurahan.Kota Tarakan 
mempunyai luas 657,33 km2 dengan dengan 38,2% wilayahnya berupa 
daratan dan sisanya berupa lautan dengan batas-batas sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pesisir pantai Kecamatan Pulau 
Bunyu, Kab. Bulungan 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pesisir pantai Kecamatan 
Tanjung Palas, Kab. Bulungan 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Bunyu, Kab. 
Bulungan dan Laut Sulawesi 
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Pesisir pantai Kecamatan 
Sesayap, Kab. Bulungan 
 Adapun jumlah penduduk yang ada di Kota Tarakan dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1: Jumlah penduduk Kota Tarakan 
No. Tahun Jumlah Pendududuk 
1.  1980 55.444 jiwa 
2.  1991 84.648 jiwa 
3.  1997 109.353 jiwa 
4.  1998 113.565 jiwa 
5.  2000 116.641 jiwa 
6.  2001 121.588 jiwa 
7.  2003 149,998 jiwa 
8.  2005 168.331 jiwa 
9.  2007 176.981 jiwa 
10.  2008 178.111 jiwa 
11.  2010 193.069 jiwa [13] 
12.  2012 239.787 jiwa 
 
Berdasarkan data tabel 1 di atas, terlihat jelas bahwa dari waktu-ke 
waktu pertumbuhan pendudukan di Kota Tarakan sangat signifikan. Dalam 
satu dekade terakhir, yakni dari tahun 2000 sampai pada tahun 2012, 
peningkatan jumlah penduduk di Kota Tarakan meningkat hingga 2 kali lipat.  
Kota Tarakan, yang didiami oleh suku asli Tidung, dalam 
perkembangannya sebagaimana daerah lain dihuni pula oleh suku-suku lain 
seperti, Suku Dayak, Banjar, Jawa, Bugis, Batak, Toraja, Tionghoa, dan lain-
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lain. Pemeluk agama terbesar adalah Islam disamping Kristen, Hindu dan 
Budha. 
B. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga secara damai 
di Kota Tarakan. 
 
Penelitian berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, terdiri 
atas dua permasalahan utama.Pertama, yang menyangkut penyelesaian 
perkara kekerasan dalam rumah tangga secara damai di Kota 
Tarakan.Penyelesaian perkara secara damai dalam Kasus KDRT 
sebenanrnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Undang-Undang ini, 
mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap 
korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik ialah 
pelaksanaan penyelesaian secara litigasi terhadap kasus KDRT.  Selain itu, 
dalam ketentuan Pasal 54, ditegaskan bahwa "Penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menrut ketentuan Hukum 
Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". 
Saat ini hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-Undang No. 
8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian 
maka apabila terjadi tindak pidana KDRT maka akan diproses seperti tindak 
pidana yang lain. Sebagaimana diketahui dalam proses pemeriksaan perkara 
menurut KUHAP tidak ada upaya mediasi. Dengan demikian, jika 
penanganan KDRT sesuai dengan UU PKDRT maka tidak ada celah dalam 
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KUHAP untuk mempergunakan mediasi dalam proses penyelesaian 
masalah. Meskipun Indonesia tidak mengakui adanya mediasi dalam sistem 
peradilan pidana, akan tetapi di dalam praktiknya ada di antara perkara 
pidana diselesaikan melalui mediasi.  
Dalam penanganan perkara KDRT di Kota Tarakan, telah dilakukan 
beberapa kali upaya mediasi untuk menghindari berlanjutnya kasus di meja 
hijau. Hal ini dikemukakan oleh  Ibu Djuani selaku kepala unit perlindungan 
perempuan dan anak kota Tarakan. Data KDRT di Kota Tarakan 
menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan sebagian besar merupakan 
inisiatif dari pihak pelapor. Berikut ini data yang diperoleh penulis dalam 
penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Tarakan. 
Tabel 2: Data KDRT di Kota Tarakan 
No. Tahun Pengaduan  Penyidikan Lanjut 
Persidangan 
1 2011 19 2 - 
2 2012 13 8 8 
3 2013 8 3 3 
 JUMLAH 40 13 11 
 
Data tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 
terdapat 19 laporan yang masuk di Kepolisian Resort Tarakan mengenai 
terjadinya KDRT. Selanjutnya pada Tahun 2012 terdapat 13 kasus, dan pada 
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Tahun 2013 terdapat 8 kasus saja. Data ini menunjukkan bahwa terjadi 
penurunan tingkat KDRT di Kota Tarakan dari tahun ke tahun. Untuk KDRT 
yang terjadi pada tahun 2011, dari 19 laporan yang diterima, hanya 2 kasus 
saja yang sampai pada tahap penyidikan, dan tidak ada kasus yang masuk 
dalam tahap persidangan. Ini berarti bahwa keseluruhan kasus KDRT yang 
ada pada tahun 2011 diselesaikan melalui proses mediasi. 
Selanjutnya pada Tahun 2012 terdapat 13 pengaduan adanya KDRT. 
Dari 13 kasus yang diterima kepolisian resort Kota Tarakan, terdapat 8 kasus 
yang sampai pada tahap penyidikan, dan keseluruhannya dari 8 kasus 
tersebut lanjut pada tahap persidangan. Selanjutnya pada tahun 2013 
terdapat 8 kasus KDRT, dan hanya 3 kasus yang lanjut ke tahap penyidikan 
hingga persidangan. 
Dari keseluruhan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada 
Tahun 2011 keseluruhan perkara KDRT yang diterima Kepolisian Resort 
Kota Tarakan diselesaikan melalui mediasi. Selanjutnya pada Tahun 2012, 
dari 13 kasus yang diterima 5 diantaranya diselesaikan secara mediasi, dan 
untuk tahun 2013, juga terdapat 5 perkara KDRT yang diselesaikan secara 
mediasi.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 25 Maret 2014 
dengan Ibu Djuani selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 
Kepolisian Resort Kota Tarakan. Pada kesempatan Itu, beliau 
mengemukakan bahwa “KDRT  yang paling sering sampai ke tahap 
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penuntutan adalah perkara KDRT  terkait penelantaran rumah tangga yang 
dilakukan oleh pihak suami. Hal ini sebenarnya dikarenakan korban selaku 
istri hanya ingin memberikan pelajaran kepada si suami agar si suami 
memberikan nafkah kepada si isteri. Untuk perkara KDRT  yang bersifat 
penganiayaan ringan, kebanyakan terjadi perdamaian baik pada tingkat 
penyidikan pada kepolisian, maupun pada saat pihak kejaksaan melakukan 
upaya mediasi. 
Ibu Djuani menegaskan bahwa, Tahapan mediasi dilakukan pihak 
kepolisian dengan mempertimbangkan pengaduan yang dilakukan korban. 
Biasanya kekerasan dalam rumah tangga terjadi hanya karena kedua belah 
pihak saling cekcok pendapat mengenai suatu hal tertentu akan 
dipertemukan oleh pihak kepolisian. untuk kasus kekerasan dalam rumah 
tangga dalam bentuk penganiayaan biasanya sebelum melakukan upaya 
mediasi terlebih dahulu pihak kepolisian meminta persetujuan korban untuk 
dilakukan pertemuan, karena beberapa korban biasanya mengalami trauma 
dan enggan untuk bertemu dengan suaminya. Pihak kepolisian senantiasa 
melakukan kerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Kota 
Tarakan untuk melakukan bimbingan konseling bagi korban-korban yang 
mengalami trauma.  
Pada tahap pertemuan yang dilakukan pihak kepolisian senantiasa 
pembicaraan dalam pertemuan tersebut dilakukan yang dipimpin oleh Polisi 
Wanita yang bertugas pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal ini 
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dimaksudkan guna menghindari terjadinya perdebatan diantara kedua belah 
pihak yang dapat memperkeruh suasana. Jika pertemuan menghasilkan 
perdamaian, maka pihak korban disarankan untuk melakukan pencabutan 
laporan atas kekerasan dalam rumah tangga. 
Ibu Djuani juga menambahkan, sebagai tahapan lanjutan, pihak 
kepolisian melakukan pengawasan kepada keluarga yang telah berdamai 
tersebut dengan mewajibkan korban dan suaminya melakukan pelaporan 
setiap minggunya. Mengenai jangka waktu pelaporan akan diperhitungkan 
berdasarkan kondisi rumah tangga yang bersangkutan. Jika hanya dalam 
beberapa laporan saja, diindikasikan bahwa rumah tangga yang 
bersangkutan telah rukun, maka wajib lapor akan dihentikan. Namun jika 
sebaliknya, maka kepolisian akan merujuk salah satu pihak atau bahkan 
kedua-duanya untuk menjalani bimbingan konseling pada Badan 
Pemberdayaan Masyarakat kota Tarakan.  
Penulis berpendapat bahwa, perdamaian dalam kasus KDRT ini, 
merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan teori yang dikemukakan 
Donal Black mengenai morfologi hukum. Dalam peristiwa damai yang terjadi 
dalam kasus KDRT terlihat bahwa faktor morfologi (kedekatan) yaitu 
kedekatan dan kejauhan hubungan antara sesorang dengan orang lain 
sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Perdamaian yang terjadi 
adalah suatu yang wajar dilakukan, karena dalam kasus KDRT, para pihak 
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dalam hal ini pelaku dan korban merupakan suami istri yang memiliki 
kedekatan emosional. 
Keterangan yang sama sebagaimana dikutip penulis pada Berita 
Acara Pemeriksaan Proses Perdamaian dalam Kasus KDRT di Kota Tarakan 
yang pada intinya sebagai berikut: 
1. Laporan Polisi Nomor LP/362/K/V/2013/Kaltim/Res-Trkn 
Terlapor: Atas nama Muhammad Yusuf Bin Samsuddin 
Pelapor: Linawati Binti H. Nasir 
Keterangan Berita Acara Perdamaian, mengemukakan bahwa para 
pihak sepakat untuk melakukan perdamaian pada kasus KDRT 
dengan Pertimbangan bahwa para pihak masih memliki kemauan 
untuk rujuk disebabkan telah memiliki 2 orang anak.  
2. Laporan Polisi Nomor LP/14/K/I/2014/Kaltim/Res-Trkn 
Terlapor: Atas nama Hengky Bin Yunggu 
Pelapor: Tantri Binti Katanni 
Dalam Berita Acara Mediasi diterangkan bahwa para pihak sepakat 
untuk berdamai dengan masing-masing didampingi oleh wali 
sebagai mediator dalam perdamaian. Dalam pertimbangan 
disebutkan bahwa para pihak masih dalam ikatan keluarga jauh, 
sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan proses KDRT ke 
tahap pengadilan.  
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Pada perdamaian dalam kasus KDRT sebagaimana tertuang di atas, 
terlihat jelas bahwa kedekatan hubungan emosional para pihak baik dalam 
hal ini dengan pertimbangan anak maupun karena kedekatan kekeluargaan 
sangat memberi pengaruh terhadap proses penegakan hukum di bidang 
KDRT.   
Pada kesempatan lainnya, penulis melakukan penelitian pada Badan 
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana Kota Tarakan. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu 
Misdawatu pada tanggal 26 Maret 2014, Selaku Kepala Bidang 
Pemberdayaan Perempuan. Pada Kesempatan tersebut, penulis 
mengklarifikasi kebenaran bimbingan konseling yang dilakukan atas kerja 
sama dengan Kepolisian Resort Kota Tarakan. Beliau mengemukakan 
bahwa, memang benar mereka sering melakukan konseling baik terhadap 
korban maupun pelaku KDRT. Hal ini sering dilakukan apabila yang 
bersangkutan mengalami trauma terhadap KDRT ataupun indikasi perilaku 
ringan tangan yang dimiliki pelaku. Bimbingan konseling dilakukan guna 
memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai cara-cara 
berkomunikasi yang  baik agar dapat menyelesaikan masalah. selain itu, juga 
dilakukan upaya-upaya pemberdayaan pihak perempuan yang telah 
mengalami kekerasan dalam rumah tangga, agar tidak menjadi korban 
kekerasan. 
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Pada kesempatan lainnya, yakni tanggal 25 Maret 2014, penulis 
melakukan wawancara dengan Bapak Syamsuddin selaku anggota 
Kepolisian Unit Reskrim Resort Kota Tarakan. Perihal Mediasi dalam 
penyelesaian perkara KDRT, dikemukakan bahwa, proses mediasi yang 
dilakukan kepolisian resort kotaTarakan menggunakan model Victim Ofender 
Mediation. Mediasi dengan bentuk ini merupakan mediasi dengan 
mempertemukan korban dan pelaku. Selain itu juga dilibatkan beberapa 
pihak lain seperti mediator yang ditunjuk dan dapat diadakan pada setiap 
tahapan proses. 
Mengingat mediasi kasus KDRT lebih banyak dilakukan pada tahap 
penyidikan, maka penyidik pada Polres Resort Kota Tarakan seringkali 
diminta menjadi mediator oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam 
model ini mediator tidak mengarahkan jalannya perdamaian, tetapi 
membantu para pihak untuk merumuskan jalan keluar permasalahan 
sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-
benar murni dari kedua belah pihak. Pihak ketiga tidak boleh ikut campur  
dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian. Dengan 
demikian tujuan win win solution diharapkan akan benar-benar tercapai. 
Selain itu, keberadaan penyidik sebagai mediator menjadi penting sebagai 
pedoman agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan 
pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan 
mempunyai kekuatan hukum. 
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C. Efektivitas penyelesaian perkara secara damai terhadap tingkat 
kekerasan dalam rumah tangga di Kota Tarakan. 
 
Efektivitas merupakan suatu tolak ukur untuk mengetahui apakah cara 
yang ditempuh telah menghasilkan dampak yang positif atau tidak. Dalam 
penyelesaian perkara KDRT, tentunya setiap tindakan penegakan hukum 
senantiasa mengarahkan setiap keluarga atau rumah tangga menjadi rukun 
dan tanpa kekerasan.Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 
salah satu upaya yang ditempuh aparat kepolisian dalam menyelesaikan 
perkara KDRT yang dihadapi.Meskipun mediasi tidak ditemukan dalam 
Undang-Undang KDRT, namun dalam praktiknya mediasi sebagai salah satu 
upaya penyelesaian perkara KDRT sering dilakukan. Dalam melakukan 
penegakan hukum terkait kasus KDRT, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 
(2) huruf k UU Polri, yang menyebutkan: "Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang 
melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 
kepolisian"; selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf I UU Polri yang menyebutkan: 
"Dalam rangka menyelenggarakan tugas  dibidang proses pidana,  Kepolisian 
Negara Republik  Indonesia berwenang untuk  mengadakan tindakan lain  
menurut hukum yang bertanggung  jawab". Ayat (2): "Tindakan lain  
sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) huruf I adalah tindakan  penyelidikan 
dan penyidikan yang  dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:  
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1) Tidak bertentangan dengan  suatu aturan hukum;  
2) Selaras dengan kewajiban  hukum yang mengharuskan  tindakan 
tersebut dilakukan;  
3) Harus patut, masuk akal, dan  termasuk dalam lingkungan 
jabatannya;   
4) Pertimbangan yang layak  berdasarkan keadaan yang  memaksa; 
dan  
5) Menghormati hak asasi  manusia.  
Dalam peraturan lainnya yakni Pasal 18 ayat (1) UU Polri  
menyebutkan: "Untuk  kepentingan umum, pejabat  Kepolisian Negara 
Republik  Indonesia dalam melaksanakan  tugas dan wewenangnya dapat  
bertindak menurut penilaiannya  sendiri". Ayat (2): "Pelaksanaan  ketentuan 
sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) hanya dapat  dilakukan dalam 
keadaan yang  sangat perlu dengan  memperhatikan peraturan  perundang-
undangan, serta Kode  Etik Profesi Kepolisian Negara  Republik Indonesia".   
Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4  KUHAP yang menyebutkan:  
"Penyelidik sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 karena  kewajibannya 
mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab". Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP 
menyebutkan: "Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari 
penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:  
1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;  
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2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 
dilakukannya tindakan jabatan;  
3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam 
lingkungan jabatannya;  
4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;  
5) Menghormati hak asasi manusia.  
Selain itu, Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang pada pokoknya 
memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat 
melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. 
Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP mengatur hal yang 
sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP. Dapat 
disimpulkan bahwa, serangkaian tindakan lepolisian dalam upaya 
pelaksanaan perdamaian dalam kasus KDRT merupakan suatu tindakan 
diskresi dalam rangka efektifitas penegakan hukum dalam penanganan 
KDRT. 
Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada kepolisian resort 
kotaTarakan, bahwa dalam data 3 tahun terakhir, telah banyak perkara KDRT 
yang diselesaikan melalui jalus mediasi. Tercatat ada 29 dari 40 kasus KDRT 
yang dilaporkan ke pihak kepolisian resort kotaTarakan yang diselesaikan 
melalui jalur mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort 
kotaTarakan melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat dan Badan 
Perlindungan Perempuan Kota Tarakan. Sehingga jalan keluar yang 
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ditempuh dan diambil para pihak, merupakan tanggung jawab bersama 
unsur-unsur yang terkait di dalamnya. Bapak Syamsuddin selaku anggota 
Kepolisian pada Unit Reskrim Kepolisian Kota Tarakan, mengemukakan 
bahwa untuk memastikan bahwa para pihak telah berdamai dan hidup rukun, 
kepolisian senantiasa melakukan pemantauan melalui Unit Bimbingan 
Masyarakat dan Pengamatan Para Tokoh masyarakat. Berdasarkan laporan 
yang diterima, kepolisian dapat memastikan dan mengambil tindakan jika 
para pihak yang telah berdamai ternyata masih terjadi KDRT dalam Rumah 
tangganya. 
Syamsuddin menambahkan bahwa dari keseluruhan para pihak yang 
dilakukan mediasi, hanya 2 atau 3 rumah tangga saja yang masih terlibat 
kasus KDRT dan kembali melakukan pelaporan di Kantor Kepolisian. 
Selebihnya sudah hidup rukun layaknya suami istri. Keberhasilan proses 
mediasi ini, tidak lepas merupakan hasil kerja dari Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota 
Tarakan yang melakukan konseling terhadap korban maupun pelaku KDRT.  
Dalam melakukan proses mediasi khususnya terhadap kasus 
kekerasan dalam rumah tangga, pihak kepolisian tentu tidak serta merta 
bertindak. Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam pengambilan 
keputusan dalam melakukan mediasi dalam kasus KDRT. Syamsuddin 
menambahkan bahwa, mediasi dalam penyelesaian KDRT haruslah 
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memperhatikan beberapa hal yang menjadi tujuan dilakukannya mediasi 
tersebut. Yang pertama adalah kehendak korban yang memang tidak ingin 
memperpanjang kasus yang dilaporkannya. Dalam keadaan ini, pihak korban 
biasanya melakukan pelaporan hanya ingin memberikan efek jera bagi 
pelaku, sehingga latar belakang korban melakukan pelaporan memang tidak 
ingin berhadapan atau menyelesaikan perkara melalui tahapan persidangan. 
Namun jika korban yang melakukan pelaporan tidak ingin ada upaya mediasi 
dalam kasus yang dilaporkannya, maka pihak kepolisian tidak dapat 
memaksakan terjadinya mediasi. 
Yang kedua adalah adanya jaminan bahwa kepentingan korban 
terakomodir dalam mediasi yang dilakukan. Dalam hal ini, mediator yang 
biasanya adalah seorang penyidik atau petugas dari badan pemberdayaan 
wanita, harus betul-betul memahami kehendak/keinginan korban terpenuhi 
dalam proses mediasi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 
terjadinya KDRT berulang dalam rumah tangga yang telah dilakukan mediasi. 
Biasanya terjadi pertengkaran dalam suatu rumah tangga yang berujung 
pada pemukulan suami yang dikarenakan kepentingan istri tidak terpenuhi, 
misalnya sering ditemukan suami yang pulang tengah malam, atau sering 
mabuk-mabukan. Dalam kasus yang seperti ini, mediator harus benar-benar 
memastikan bahwa dalam mediasi tersebut, suami berjanji untuk tidak pulang 
larut malam atau melakukan tindakan mabuk-mabukan misalnya. Terlebih 
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dalam kasus KDRT, suami harus berjanji untuk tidak ringan tangan dalam 
menangani setiap permasalahan yang hadir dalam rumah tangganya. 
Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah keluarga para pihak. 
Dalam hal ini pihak kepolisian akan mempertimbangkan pihak-pihak yang 
juga ikut menanggung beban dalam kasus KDRT yang terjadi misalnya para 
pihak telah memiliki anak. Dikhawatirkan dengan terjadinya penyelesaian 
perkara melalui tahapan persidangan, salah satu pihak yang melakukan 
kekerasan akan dijatuhi sanksi pidana penjara. Hal ini tentu akan 
memberatkan bagi anak dalam suatu rumah tangga. Terlebih jika hasil 
persidangan dalam penyelesaian perkara KDRT tersebut dijadikan sebagai 
alasan bagi sang istri misalnya untuk melakukan perceraian. Pertimbangan 
seperti ini harus menjadi dasar bagi para penyidik dalam menempuh jalur 
damai bagi kedua belah pihak. 
Dengan tercapainya poin-poin tersebut di atas, maka suatu mediasi 
yang dilakukan dalam penyelesaian perkara KDRT akan efektif. Para pihak 
yang mengajukan laopran tentu akan saling mengisi kehidupan berumah 
tangga lebih harmonis. Selain itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tarakan akan 
senantiasa terbuka bagi para pihak yang rumah tangganya mengalami 
kekisruhan. Sehingga tidak terjadi KDRT dalam penyelesaian perkara rumah 
tangga. Hal ini cukup efektif mengingat bahwa, melalui proses perdamaian 
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yang ditempuh dengan melibatkan petugas dari Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota 
Tarakan, para pihak juga mengetahui keberadaan lembaga tersebut. 
Sehingga sewaktu-waktu mereka dapat melakukan konsultasi berkaitan 
dengan permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah 
diuraikan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa: 
1. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga secara damai di 
Kota Tarakan dilakukan melalui proses Victim Ofender Mediation, yakni 
mediasi yang dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku 
dengan melibatkan beberapa pihak lain seperti mediator. Untuk 
memberikan kebebasan dalam berkomunikasi, pihak ketiga dalam hal ini 
mediator tidak boleh ikut campur dan memaksa para pihak untuk memilih 
berjalan keluar permasalahan, hal ini dimaksudkan agar tujuan win win 
solution diharapkan akan benar-benar tercapai, namun mediator harus 
tetap memberikan perlindungan kepada korban dengan memastikan 
bahwa kepentingan korban terakomodir dalam mediasi yang dilakukan. 
2. Penyelesaian perkara melalui proses mediasi yang dilakukan pihak 
Kepolisian Resort Kota Tarakan dalam menangani perkara KDRT dapat 
dikatakan berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat terdapat 29 dari 40 kasus 
KDRT yang dilaporkan ke pihak Kepolisian Resort Kota Tarakan yang 
diselesaikan melalui jalur mediasi, dan hampir keseluruhannya hingga 
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kini telah menjalani hidup berumah tangga dengan rukun. Adapun 
terjadinya perkara berulang, hanya terjadi pada 2 atau 3 kasus saja. 
Dengan demikian, penyelesaian perkara KDRT melalui jalur mediasi 
yang terjadi di Kota Tarakan berjalan efektif.  
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, 
serta kesimpulan sebagaimana tertuang diatas, penulis menyarankan 
beberapa hal yakni: 
1. Dalam proses mediasi yang dilakukan pada kasus KDRT, ada baiknya 
agar pihak yang ditunjuk sebagai mediator juga melibatkan salah satu 
pihak dari korban dan pelaku yang dalam hal ini diwakili oleh keluarganya. 
Hal ini dimaksdukan agar aparat kepolisian dapat meminta bantuan 
kepada para pihak yang dilibatkan tersebut, dalam melakukan 
pengawasan apakah jalan keluar (win-win solution) yang ditempuh telah 
dilaksanakan oleh para pihak atau belum. 
2. Dalam melakukan mediasi, ada baiknya pihak kepolisian tidak hanya 
memberikan kewajiban wajib lapor bagi para pihak yang berperkara, 
namun juga mewajibkan para pihak untuk mengikuti kegiatan konseling 
pada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. Hal ini dimaksudkan 
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untuk memberikan pemahaman yang baik kepada para pihak perihal 
cara-cara yang harus mereka tempuh dalam menyelesaikan perkara 
rumah tangga dengan baik.  
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